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Dewan Kecewa Raperda
Ditolak Biro Hukum

Kami kecewa.
Seharusnya sejak
awal sudah ada
penjelasan dari
DIY. Apalagi,
kami juga melam-
pirkan program
pembentukan
peraturan daerah
dalam evaluasi
\PBD,

Dewan Kecewa
Raperda Ditolak
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Menurutnya. Pemda DIY
tentu bisa melihal jika ada
kesamaan raperda yang
akan dibahas dan menyam-
paikan sejak awal agar Kota
Yogyakarta tidak perlu mem-
bahasnya agar tidak terjadi
duplikasi.

Selain raperda yang akan
membahas ekonomi kreatif,
lanjut Sujanarko, Pemerint-
ah DIY Juga akan membahas
raperda tentang ketahanan

.4 keluargn. Padahal. DPRD Kota

Yogyakarta juga akan mema

sukkan rapenda terschut.

Sufanarko mengaku akan

| menyampatkan permasala-
§/han tersebut ke Kementer-

fan Dalam Negeri, sehingga

proses fasilitasi di DIY bisa

berlangsung lebih lancar.
“Proses fasilitasi raperda

YOGYA, TRIBUN

i DIY ini memakan waktn
cukup lama. Harapannya
* bisa dilakukan sesuai tata

kala yang berlaku, sehingga

tidak menghambat proses
pembahasan dan penefapan
raperda.” tuturnya.

Sebelumnya, DPRD Kota
Yogyakarta juga melayang-
kan sural keberatan ke Biro
Hukum DIY yang meminta
legislatif untuk merevisi Ra-
perda Disabilitas.

Pada tahun ini, DPRD
Kota Yogyakarta memutus-
kan membahas 27 raperda
Namun. hingga semester
pertama 2017, baru ada satu
raperda dalam Prolegda 2017
yang diundangkan sebagai
Perda. yaitu Pertanggung-
Jjawaban APBD 2016.

Jika ditambah dengan
isa pembahasan
. maka sudah ada
delapan perda yang diun-
dangkan tabun ini.

Bantah Tak Informatif

Kepala Biro Hukum Pem-

da DIY Dewo Isnu Broto mé
negaskan, pihaknya telah
bekerja sesuai lugas pokok
dan fungsi (lupoksd) dan ber-
dasarkan aturan evaluasi.
“Kami sudah bekerja sudah
berdasarkan aturan evalu-
asi, yakni tidak boleh lebth
dari 14 hari dan itu sudah
kami penuhi,” ujar Dewo,
Kamis (5/10).

la menjelaskan. dalam
Undang-Undang Nomor 12
tahun 2011 tentang tata una-
tan perundang-undangan,
discbutkan evaluasi terhadap
Raperda dilaksanakan maksi-
mal selama 14 harl.

Sela itu, Dewo juga
membantah bila disebut
dak informatif. Pasalnya. pi-
haknya selalu membangun
komunikasi dengan Baglan
Hukum Pemkot Yogyakarta.

a selalu berkomunikasi
akukan rapat koor
gan Bagian Hu
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Tindak Lanjut
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